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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengertian Upah 

1. Pengertian Upah Secara Umum 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah adalah 

berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau 

sebagai bentuk pembayaran atas tenaga yang telah dikeluarkan karena 

mengerjakan sesuatu, upah bisa juga disebut Gaji.
15

 Sedangkan menurut 

Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbuhan dari pengusaha atau 

pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarakan 

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-

undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas 

pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
16

 Jadi, yang 

disebut sebagai upah hanya akan diberikan kepada orang-orang yang telah 

melakukan pekerjaan sehingga mereka mendapatkan balasan jasa atas 

pekerjaannya dalam bentuk bayaran berupa uang atau bentuk lainnya. 

Jika berdasarkan PP No. 5 Tahun 2003, upah diartikan sebagai hak 

pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan 

dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah 

                                                             
15 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Ed. III, Cet. Ke. 3, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2006), hal. 1345 
16 Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap,Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 

5  
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atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 

kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk 

tunjangan bagi pekerja atau keluarganya.
17

 Jika dipandang dari sudut 

nilainya upah dibedakan menjadi 2, yaitu upah nominal yang merupakan 

jumlah berupa uang dan upah riil yaitu banyaknya barang yang dapat 

dibeli dengan jumlah uang tersebut.
18

 

Beberapa definisi di atas, dapat dinyatakan bahwa upah merupakan 

suatu hak yang diperoleh pekerja dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atas suatu pekerjaan 

atau jasa yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan dan dibayarkan 

atas dasar suatu perjanjian kerja. Namun, sebagaimana upah yang telah 

diatur oleh Undang-undang tidak berlaku di wilayah non formal. Wilayah 

non formal adalah seperti hal nya wilayah pedesaan yang umumnya 

terdapat pekerja para buruh tani. Buruh tani tersebut tidak mendapatkan 

perlindungan karena Undang-undang atau Peraturan Pemerintah tidak 

memberikan regulasi. Hal ini dikarenakan wilayah non formal hanya 

menggunakan kebiasaan yang berlaku tanpa mengacu pada Undang-

undang maupun peraturan lainnya. Lain halnya dengan wilayah formal 

yang segala perjanjian atau kontrak diatur dalam Undang-undang. Para 

pemberi kerja dengan pekerja mempunyai perjanjian kerja yang sesuai 

dengan perundangan, dan juga dalam hal ini para pekerja mendapatkan 

perlakuan yang baik berupa kesejahteraan buruh yang selalu menjadi 

                                                             
17 PP No. 5 tahun 2003 Tentang UMR Pasal 1 point b. 
18

 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 130 
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perhatian Pemerintah sehingga ditetapkannya kebijakan-kebijakan 

pengupahan. 

2. Pengertian Upah Dalam Islam 

Dalam Islam, upah dikenal dengan istilah ijarah. Secara bahasa, al 

ijarah berasal dari kata al ajru yang berarti al „iwad atau ganti atau upah.
19

 

Sedangkan berdasarkan istilah, ijarah merupakan akad pemindahan hak 

guna (manfaat) suatu barang maupun jasa dalam waktu tertentu dengan 

adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

atas barang tersebut. Oleh karena itu, Hanafiyah mengatakan bahwa ijarah 

adalah akad atas manfaat yang disertai imbalan.
20

 Dalam konsep awal 

ijarah dianggap hanya sebagai akad sewa sebagaimana yang telah terjadi 

pada umumnya. Namun dalam hal ini harus digarisbawahi bahwa 

pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang 

telah ia nikmati, sehingga yang menjadi objek bukanlah benda yang 

disewakan namun manfaat dari benda tersebut meskipun seringkali benda 

dianggap sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad ijarah, manfaat 

tidak selamanya diperoleh dari suatu benda yang dipersewakan, akan 

tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Hal ini lah yang disamakan 

dengan upah-mengupah dalam masyarakat.
21

 

Adapun definisi al ijarah yang dikemukakan oleh para ulama fiqih 

adalah sebagai berikut: 

                                                             
19 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, (Bandung: PT Al Ma‟arif, 1987), hal 15. 
20 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 

hal. 387. 
21 M. Yazid Afandi, Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan 

Syariah,  (Yogyakarta: Logung Pustaka), hal. 180. 
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a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan ijarah sebagai suatu akad yang 

dipergunakan untuk pemilikan manfaat, yang diketahui dan disengaja 

dari barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayaran).
22

 

b. Ulama Syafi‟iyah, mendefiisikan dengan: 

 

 

 

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, besifat 

mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.
23

 

 

Maksudnya adalah sebuah transaksi yang memiliki suatu 

manfaat sifatnya adalah mubah dan boleh dilakukan disertai dengan 

imbalan atas manfaat tersebut. 

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan: 

 

 

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu 

dengan suatu imbalan”.
24

 

d. Menurut Labib MZ, yang dimaksud ijarah adalah memberikan suatu 

barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan 

perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan 

dan oleh orang orang yang menerima sewa, bahwa orang yang 

                                                             
22 Wahbah Az Zuhaili, Fiqih Islam..., hal. 390. 
23 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah…, hal. 16 
24

 Wahbah Az Zuhaili, Fiqih Islam…, hal. 391. 
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menerima atau selaku penyewa harus memberikan imbalan sebagai 

bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan 

dengan beberapa syarat dan rukun-rukun tertentu.
25

 

 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, ijarah merupakan akad yang 

penggunaannya diperuntukkan untuk pemilikan manfaat atas barang 

maupun jasa dari seorang yang menyewakan oleh seorang penyewa 

disertai kejelasan dan kesengajaan, serta pemberian penggantian berupa 

upah atau kompensasi kepada orang yang memberikan sewa. Upah dan 

sewa memiliki perbedaan makna operasional, jika sewa biasanya 

digunakan hanya untuk benda, misalnya seorang mahasiswa menyewa 

kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, maka upah digunakan untuk 

tenaga, misalnya para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya 

(upahnya) satu kali dalam satu minggu atau satu kali dalam satu bulan, 

sehingga yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan 

manfaat suatu benda, yang benda tersebut tidak berkurang sama sekali, 

dengan kata lain peristiwa sewa menyewa ini yang berpindah hanyalah 

manfaat dari benda yang disewakan tersebut, baik manfaat itu berupa 

barang seperti kendaraan, rumah, atau manfaat karya pemusik. Jadi, al 

ijarah merupakan sebuah pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu yang 

lain yang disebut sebagai imbalan.
26

 

 

                                                             
25 Labib MZ, Etika Bisnis dalam Islam, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hal. 39 
26

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 114 
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B. Dasar Hukum Ijarah 

Jasa atau pelayanan diperlukan karena manusia membutuhkan tenaga 

atau keahlian orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun orang yang 

mempunyai tenaga atau keahlian membutuhkan uang sebagai bayaran atas 

jasa yang dilakukannya.
27

 Dalam Al Qur‟an ketentuan tentang upah tidak 

tercantum secara terperinci, namun pemahaman upah dicantumkan dalam 

bentuk pemaknaan tersirat. Ulama Fiqh berpendapat bahwa yang menjadi 

dasar diperbolehkannya akad ijarah seperti firman Allah SWT dalam QS. Az 

Zukhruf ayat 32 yang berbunyi: 

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 

kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas 

sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat 

mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih 

baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az Zukhruf ayat 32)
28

. 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan antara orang 

kaya dengan orang miskin dalam hal harta yang mereka miliki beserta segala 

fasilitasnya termasuk juga derajat mereka yang berbeda, semua itu merupakan 

ketentuan (takdir) Allah agar mereka saling membutuhkan satu dengan yang 

lain. Di sinilah berlaku penjualan jasa kepada orang yang membutuhkannya, 

                                                             
 

28 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya,( Semarang: CV As-Syifa, 

2001), hal. 491 
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karena seseorang tidak akan bisa melakukan segala sesuatunya tanpa jasa atau 

layanan orang lain. Orang kaya tidak mungkin dapat membangun rumahnya 

sendiri tanpa jasa para tukang dan kuli bangunan, mereka tidak mungkin 

mampu memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan orang lain meskipun 

mereka mempunyai banyak uang. 

Hampir semua ulama Fikih menyepakati bahwa ijarah disyariatkan 

dalam Islam, hanya beberapa golongan saja yang kurang sepakat terhadapnya, 

antara lain adalah Abu Bakar Al Asham dan Ibnu Ulayah. Jumhur Ulama 

berpendapat bahwa ijarah  disyariatkan berdasarkan Al Qur‟an, As Sunnah, 

dan Ijma‟. 

1. QS. Al Qashsh: 26-27 

 

 

 

 

 

 

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya 

Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), 

karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya”. Berkatalah dia (Syuaib): “Sesungguhnya aku 

bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua 

anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan 

tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah 

(suatu kebaikan) dari kamu, maka aku hendak memberati kamu, 



19 
 

dan kamu insyaallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang 

baik”.
29

 

 

Ayat tersebut menerangkan bahwa ijarah telah disyariatkan di 

dalam agama Islam, dan dalam ayat ini diterangkan seorang anak yang 

berkata kepada ayahnya untuk mengambil seseorang untuk bekerja dan 

memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu 

dan manfaat yang dapat diterima oleh si ayah tersebut. 

2. QS. Al Baqarah: 233 

 

 

 

 

  

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 

menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.
30

 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam memberikan pembayaran 

upah kepada seorang pekerja harus sebanding dengan apa yang telah 

mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika 

seseorang meminta orang lain untuk menyusui anak-anaknya kemudian 

orang tersebut memberikan upah atas apa yang dilakukan tersebut maka 

boleh-boleh saja. Akan tetapi upah yang diberikan harus pantas dan jika 

                                                             
29 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya…, hal. 1040 
30

 Ibid., hal. 46 
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upah tersebut tidak sesuai maka akadnya tidak sah karena di dalam akad 

tidak ada yang boleh dirugikan.
31

 

3. QS. An Nahl: 97 

 

 

 

 

 

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya 

akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan 

sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan 

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".
32

 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa aka nada balasan atau imbalan 

bagi mereka yang beramal saleh baik imbalan dunia maupun imbalan 

akhirat. Seperti halnya seorang buruh yang bekerja dengan baik maka 

dapat dikategorikan sebagai amal saleh dengan catatan pekerjaannya pun 

jauh dari hal-hal yang dilarang, maka mereka akan mendapat dua imbalan 

yaitu imbalan dunia maupun imbalan akhirat. 

4. As-Sunnah 

Selain ayat-ayat Al-Qur‟an, terdapat juga beberapa hadis yang 

menegaskan perihal upah. 

Hadits Rasululah SAW: 

                                                             
31 Ahmad Musthofa, Tafsir Al-Maraghi, Cet. Pertama, (Semarang: CV Toha Putra, 1984), 

hal.  350 
32

 Departemen Agama, Al Qur‟an dan terjemahannya… hal. 740 
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Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah 

SAW, “Berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum 

keringatnya kering”. (H.R Ibnu Majah).
33

 

 

Disyariatkan pula agar upah dalam transaksi Ijarah disebutkan 

secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. 

Hadits riwayat Abu Sa‟id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda: 

 

 

 

 

Artinya: Dari Abu Sa‟id Al Khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW 

bersabda, “Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah 

upahnya”. (H.R Abdurazaq).
34

 

 

 

 

 

                                                             
33 Al Hafid Ibnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Amani, 

1995), hal. 361 
34

 Ibid., 360 
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 Sabda Rasulullah: 

 

 

 

 

Artinya: Dari Anas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah 

dari pekerjaan membekam, dia mengatakan: “Rasulullah SAW 

dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau memberinya imbalan 

sebanyak dua sha‟ makanan”.
35

 

 

Allah memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal terlarang 

yang ditetapkan oleh agama, seperti dalam hadits yang diriwayatkan 

Muslim sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Artinya: Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah saw bersabda, “Tiga 

golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: seseorang 

yang memberi pinjaman dengan nama-Ku, kemudian ia khianat, 

seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan 

seseorang yang mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan 

baik namun ia tidak memenuhi upahnya.” (H.R Muslim)
36

 

 

 

                                                             
35 Achmad Sunarto dkk, Terjemah Shahih Bukhari, Jilid 7, (Semarang: CV As Syifa, 

1993), hal. 483 
36 Imam Taqiyyudin Abu Bakar Bin Muhammad, Khifayatul Akhyar: Kelengkapan Orang 

Saleh, Cet. Pertama, (Surabaya: Bina Iman, 1994), hal. 695 
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5. Ijma‟ 

Pada masa sahabat, umat Islam telah berijma‟ bahwa ijarah 

dibolehkan karena mempunyai manfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang 

mendatangkan manfaat akan dinilai baik dan halal. Sayyid Sabiq 

mengungkapkan: “Atas disyariatkannya sewa menyewa umat Islam telah 

sepakat dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan 

kesepakatan ijma‟ para ulama ini”, sehingga dapat dikatakan bahwa tak 

seorangpun yang membantah ijma‟ tersebut. Hal ini tidal lain adalah 

disebabkan karena ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas 

barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
37

 

6. Undang-Undang 

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang 

diterima oleh buruh merupakan bentuk kompensasi dari pemberi kerja 

ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepadanya, yakni 

suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Bab 1 pasal 1 angka 30 Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan: 

“Upah adalah hak pekerja/atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 

kerja, kesepakatan atau peratutan perundang-undangan, termasuk 

                                                             
37

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah… hal. 18 
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tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan 

dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.
38

 

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh 

adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha 

dalam pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh 

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

Pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan 

salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah 

dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi 

pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun 

keluarganya. 

 

C. Rukun dan Syarat Ijarah (Upah) 

Rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud 

karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.
39

 Sedangkan yang 

dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang mesti ada, namun tidak termasuk 

salah satu bagian dari hakikat sebuah transaksi. 

Menurut Jumhur Ulama, rukun Ijarah ada 4 antara lain: 

1. Aqid (Orang yang berakad) 

Aqid adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah 

mengupah. Pihak yang memberikan upah atau yang menyewakan suatu 

barang maupun jasa dikenal dengan sebutan mu‟ajjir, sedangkan orang 

                                                             
38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
39 Muhammad Al Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 

hal. 303 
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yang menerima upah untuk atas sebuah pekerjaan yang telah dilakukan 

dan yang menyewa sesuatu disebut denan Musta‟jir.
40

 Karena dalam 

berakad membutuhkan kecakapan dari masing-masing pihak maka 

golongan Syafi‟iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang 

melakukan akad tersebut harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup 

hanya sekedar mumayyiz saja.
41

 Selain itu, kedua belah pihak yang 

berakad disyaratkan telah baligh dan berakal. Sehingga apabila orang yang 

belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila menyewakan 

harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh) maka akad ijarah tidak sah. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan 

akad ijarah mestilah orang yang sudah mempunyai kecakapan bertindak 

yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Para ulama pun dalam hal ini 

berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah 

ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala 

tindakan apapun yang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu 

perbuatan yang sah. 

Dalam melakukan transaksi ijarah, masing-masing pihak hendaknya 

saling ridho atas apa yang dilakukannya, dan apabila ada salah satu pihak 

saja yang tidak ridho akan berakibat tidak sah nya akad tersebut. Hal ini 

didasarkan pada firman Allah SWT. QS. An Nisa: 29, yang berbunyi: 

 

                                                             
40 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah… hal. 117 
41 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syarah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih 

Muamalat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 95 



26 
 

 

 

 

 

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 

diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, 

sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”.
42

 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk 

mencari rezeji yang perolehannya dari jalan yang halal, dan juga tidak 

erdapat unsur saling merugikan diantara kedua belah pihak yang 

bersangkutan dengan transaksi yang dilakukan. 

2. Sighat 

Yaitu pernyataan kehendak yang terdiri dari ijab dan qabul. Dalam 

hukum perjanjian Islam ijab dan qabul bisa berupa:  

a. Ucapan 

b. Utusan dan tulisan 

c. Isyarat 

d. Secara diam-diam 

e. Dengan diam semata. 

                                                             
42

 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya… Hal. 1056 
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Syarat yang terdapat pada sighat ini sama dengan sighat yang ada 

pada Jual-beli, namun dalam hal ijarah harus ada ketentuan masa atau 

waktu. 

3. Upah 

Merupakan sesuatu yang diberikan kepada musta‟jir atas jasa yang 

telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu‟ajjir. Upah dalam hal ini 

mempunyai syarat, diantaranya: 

a. Jumlahnya jelas atau dapat diketahui, karena tanpa adanya 

sepengetahuan terkait jumlah maka akad ijarah tidak sah. 

b. Pegawai khusus tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya karena 

hakikatnya ia sudah memperoleh gaji dari pemerintah, sehingga ia 

tidak diperkenankan untuk mengambil gaji dua kali dengan hanya 

mengerjakan satu pekerjaan saja. Misalnya hakim, dokter, guru, dan 

lain sebagainya. 

c. Uang sewa harus disertakan bersamaan dengan penerimaan barang 

yang disewa. Jika manfaat dari suatu barang yang disewa lengkap, 

maka uang sewanya pun juga harus lengkap.
43

 

4. Manfaat 

Pada akad ijarah khususnya dalam konteks upah mengupah, yang 

disebut dengan objek ijarah adalah manfaat dari barang yang disewakan. 

Untuk mengontrak seorang musta‟jir harus ditentukan bentuk kerjanya, 

waktu, upah, serta tenaga nya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus 

                                                             
43 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2003), hal. 231 
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dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur 

hukumnya adalah fasid.
44

 Secara lebih terperinci, akan disebutkan syarat-

syarat dari objek ijarah, yang diantaranya: 

a. Objek ijarah diserahkan secara langsung 

b. Objek ijarah merupakan sesuatu yang dihalalkan oleh syara‟ 

c. Objek ijarah berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu 

tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah 

karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan 

sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad 

(manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, 

dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja. 

1) Penjelasan tempat manfaat, disyaratkan bahwa manfaat tersebut 

dapat dirasakan, ada harga nya, dan dapat diketahui. 

2) Penjelasan waktu. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk 

menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi‟iyah 

mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat 

menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.
45

 

3) Penjelasan jenis pekerjaan. Penjelasan tentang jenis pekerjaan 

sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja 

sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan. 

4) Penjelasan waktu kerja. Tentang batasan waktu kerja sangat 

bergantung pada pekerjaa dan kesepakatan dalam akad. 

                                                             
44 Ibid., hal. 232 
45 NR Latifah, Ijarah dalam http://eprints.walisongo.ac.id/6835/3/BAB%20II.pdf diakses 

pada tanggal 06 Februari 2019 pukul 18.10 

http://eprints.walisongo.ac.id/6835/3/BAB%20II.pdf
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5) Pembayaran (uang) sewa harus bernilai dan jelas. Jumlah 

pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan dahulu antara 

kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan 

yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua 

belah pihak.  

 

Syarat-syarat pokok dalam Al Qur‟an maupun As Sunnah mengenai 

hal pengupahan adalah para musta‟jir harus memberi upah kepada mu‟ajjir 

sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan mu‟ajjir harus melakukan 

pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat 

ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak musta‟jir maupun 

mu‟ajjir dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.  

 

D. Macam-Macam Upah 

Dalam Fiqh Muamalah, upah dapat diklasifikasikan menjadi dua, 

yaitu: 

1. Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) adalah upah harus disertai 

kerelaan kedua belah pihak yang berakad ketika akad tersebut disebutkan. 

2. Upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sepadan dengan kerja 

nya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad 

ijarah nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerja nya. 

Jika berdasarkan objeknya, akad Ijarah dibagi menjadi: 
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1. Ijarah manfaat 

Merupakan menyewa sesuatu yang dapat diambil manfaatnya yang 

halal, sedang barangnya tetap utuh, seperti menyewa rumah untuk 

dijadikan sebagai temapt tinggal, sewa menyewa tanah untuk dijadikan 

lahan pertanian, kendaraan, pakaian, dan sebagainya. Adapun menyewa 

tanah kosong yang tidak dapat menumbuhkan tanaman atau tidak berair 

adalah tidak boleh. 

Syarat ijarah manfaat yaitu hendaknya manfaat barang itu saja yang 

dikontrakkan, bukan bagian-bagiannya, barang yang akan disewa atau 

yang disebutkan sifatnya harus diketahui, pihak penyewa akan 

menyerahkan barang tersebut dan barang itu harus mengandung manfaat 

yang dimaksud dan barang tersebut tetap menjadi milik yang menyewakan 

atau dia tetap diizinkan atas barang tersebut. Adakalanya ijarah manfaat 

ini terbatas dalam masa tertentu, seperti menyewa rumah untuk masa satu 

bulan atau tanah untuk masa setahun. Adakalanya juga merupakan 

penyewaan pekerjaan yang diketahui, seperti menyewa hewan untuk 

dinaiki menuju tempat tertentu, maka syaratnya ialah mengetahui 

pekerjaan dan persesuaian pekerjaan dengan mufakat tidak 

diperselisihkan. Pihak yang menyewakan apabila memutlakkan akadnya 

berkewajiban memenuhi manfaat apapun yang mungkin biasa berlaku dan 

merupakan adat. 

2. Ijarah yang bersifat pekerjaan 
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Yaitu akad atas manfaat yang menjadi tanggungan dari sesuatu 

tertentu atau sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya yang bisa diwujudkan, 

berupa pekerjaan atau masa, misalnya menjahitkan baju, atau membuatkan 

alat-alat rumah tangga, dan lain-lain.
46

 Ijarah yang seperti ini adalah boleh 

menurut Ulama Fiqih apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti halnya 

buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. Dalam hal 

ijarah yang bersifat pekerjaan, mu‟ajjir adalah orang yang mempunyai 

keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, sementara musta‟jir adalah pihak yang 

membutuhkan keahlian, tenaga, atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. 

Mu‟ajjir mendapatkan imbalan berupa upah atas tenaga yang ia keluarkan 

dan musta‟jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu‟ajjir.
47

 

Pada awalnya, jenis upah terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi 

setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka 

jenisnya pun sangat beragam, di antaranya adalah: 

1. Upah mengajarkan Al Qur‟an 

Saat ini para fuqaha menyatakan bahwa mengambil upah dari 

pengajaran Al Qur‟an dan ilmu-ilmu syariah lainnya adalah boleh karena 

para guru juga membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan 

orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Waktu mereka pun 

juga tersita untuk kepentingan pengajaran tersebut sehingga 

                                                             
46 Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, Prinsip, dan 

Tujuan Ekonomi Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 224 
47

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi…,  hal. 236 
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diperbolehkanlah memberikan upah kepada mereka sebagai bentuk 

imbalan dari pengajaran tersebut.
48

 

2. Upah sewa menyewa tanah 

Diperbolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan 

kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, 

kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apapun di 

tanah tersebut sesuai kehendak penyewa. Jika syarat-syarat itu tidak 

dipenuhi maka ijarah dinyatakan tidak sah.
49

 

3. Upah sewa menyewa kendaraan 

Menyewakan kendaraan adalah boleh baik kendaraan berupa 

hewan maupun dalam bentuk lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo 

waktunya atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk 

mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut, dan siapa yang 

menunggangi. 

4. Upah sewa menyewa rumah 

Menyewakan rumah yang penggunaannya adalah untuk tempat 

tinggal bagi penyewa, atau orang lain yang dikuasakan penyewa untuk 

menempatinya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, 

adalah diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak 

bangunan yang disewanya. Selain itu, pihak penyewa mempunyai 

kewajiban untuk memlihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang 

berlaku di tengah-tengah masyarakat. 

                                                             
48 Sayyid Sabiq, Fiqh Al Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 22 
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5. Upah menyusui anak 

Dalam Al Qur‟an telah disebutkan bahwa diperbolehkan 

memberikan upah bagi orang yang menyusui anak, sebagaimana yang 

tercantum dalam QS. Al Baqarah ayat 233: 

 

 

 

 

  

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

maka tidak ada dosa bagiu apabila kamu memberikan pembayaran 

menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.
50

 

6. Perburuhan 

Selain sewa menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan 

sebelumnya, maka terdapat juga penyewaan tenaga yang lazim disebut 

perburuhan. Buruh merupakan orang yang menyewakan tenaganya kepada 

orang lain yang membutuhkan tenaga tersebut untuk dikaryakan 

berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan. 

 

E. Sistem Pengupahan, Pelaksanaan Upah, dan Gugurnya Upah 

1. Sistem Pengupahan 

Jika berbicara soal ijarah dalam hal pekerjaan, maka kewajiban 

atas pembayaran upah haruslah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Secara 

                                                             
50

 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya…, hal. 46 
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umum dalam ketentuan Al-Qur‟an yang berhubungan dengan penentuan 

upah kerja, khususnya dalam QS. An-Nahl ayat 90 dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran”.
51

 

 

Jika ayat di atas dihubungkan dengan perjanjian kerja, maka ayat 

tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. memerintahkan kepada para 

pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, dermawan, dan tidak melakukan 

perbuatan-perbuatan keji yang mengakibatkan permusuhan. Sudah 

selayaknya para pemberi kerja memberikan upah yang layak bagi para 

pekerja karena tanpa adanya jerih payah pekerja tidak mungkin usaha yang 

tengah dilakukan bisa berhasil, sehingga upah yang layak adalah salah satu 

kewajiban pemberi kerja sebagai bentuk mensejahterakan orang-orang 

yang diperkerjakan. Jika dalam suatu persyaratan perjanjian kerja 

ditentukan syarat yang telah disetujui bersama, misal nya upah pekerja 

disepakati pembayarannya dalam waktu sebulan sekali, maka seorang 
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pemberi kerja wajib memenuhi syarat tersebut karena awalnya sudah 

menjadi kesepakatan bersama. 

Masalah penundaan pembayaran upah adalah sah, hal tersebut tidak 

akan membatalkan perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun 

penundaan upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang dalam 

Islam, seharusnya malah disegerakan. Jika dalam kesepakatan tidak 

terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah 

itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah 

berakhirnya masa tersebut.
52

 Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah 

memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi 

bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. 

Aktivitas muamalah yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah 

memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang berbuat demikian. 

Aktivitas muamalah bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan 

dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.
53

 

2. Pelaksanaan Upah 

Pelaksanaan upah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling 

berkaitan, di antaranya adalah:
54

 

a. Bentuk dan Jenis Pekerjaan 

Perlu untuk diperhatikan bahwa penentuan bentuk dan jenis 

pekerjaan, serta menentukan siapa yang akan bekerja adalah sangat 

                                                             
52 Sayyid Sabiq, Fiqh Al Sunnah…, hal. 209 
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penting agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan yang 

dikeluarkan. Disyaratkan pula ketentuan menghilangkan kekaburan 

persepsi sehingga transaksi akan berlangsung dengan jelas, karena 

apabila terdapat unsur kekaburan maka status hukumnya menjadi tidak 

sah. 

b. Masa Kerja 

Dilihat dari segi masa kerja yang ditetapkan, transaki ijarah 

dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu: 

1) Ada transaksi yang hanya menjelaskan takaran pekerjaan yang di 

kontrak saja tanpa harus menyebutkan masa kontrak/kerja, seperti 

pekerjaan menjahit pakaian dengan model tertentu sampai jadi. 

Maka berapapun lamanya seorang penjahit mengerjakan pekerjaan 

tersebut tetap saja penjahit harus menyelesaikannya. 

2) Ada transaksi ijarah yang hanya menyebutkan masa kerja tanpa 

harus menyebutkan takaran kerja. Misalnya, pekerjaan 

memperbaiki bangunan berupa rumah selama satu bulan. Maka 

seorang pekerja hanya mempunyai waktu satu bulan tersebut untuk 

bekerja, baik selesai maupun tidak. 

c. Upah Kerja 

Dalam hadits Riwayat Abu Sa‟id Al Khudri, Nabi SAW 

bersabda: 
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Artinya: Dari Abu Sa‟id Al Khudri ra. Bahwasannya Nabi 

SAW Bersabda, “Barang siapa memperkerjakan pekerja maka 

tentukanlah upahnya.” (HR. Abdurrazaq).
55

 

 

Hadis di atas memberikan pemahaman tentang tata cara 

bagaimana kita melakukan akad ijarah khususnya terkait dengan 

jumlah upah yang akan dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak 

kerja merupakan sesuatu yang harus diketahui, dengan tujuan untuk 

mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. Jika kewajiban 

pekerja sudah dipenuhi, maka untuk itu hak pekerja tidak boleh 

diabaikan tanpa memberikan gaji atau upah sesuai dengan waktu yang 

diperjanjikan. Sepanjang pekerja tidak menyalahi kewajiban yang 

diberikan kepadanya, yaitu berupa pekerjaan dan juga berhubung ia 

disewa tenaganya maka pekerja berhak mendapatkan bayaran berupa 

upah secara penuh walaupun jika terpaksa harus terjadi penundaan 

waktu pembayarannya. Upah yang diberikan hendaknya tidak boleh 

dikurangi dari jumlah yang sudah disepakati. 

Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah 

menunaikan kewajibannya untuk bekerja dengan semestinya dan 

sesuai dengan kesepakatan, karena pada dasarnya umat Islam terikat 

dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat-syarat yang 
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mengharamkan yang halal atau mengahalalkan yang haram. Namu jika 

seorang pekerja melakukan pekerjaannya dengan tidak semestinya atau 

tidak sesuai dengan yang seharusnya maka sudah sepatutnya hal 

tersebut menjadi pertimbangan karena setiap hak dibarengi dengan 

sebuah kewajiban. 

d. Tenaga yang Dicurahkan Saat Bekerja 

Transaksi ijarah dilakukan oleh seorang musta‟jir dengan 

seorang mu‟ajir atas jasa dari tenaga yang diberikan, sedangkan 

upahnya ditentukan berdasarkan jasa yang diterima. Adapan seberapa 

besar tenaga yang diberikan tidak menjadi jaminan berapa-berapa 

jumlah upah yang akan diterima oleh seorang pekerja. Meskipun 

sebenarnya adanya jasa adalah karena adanya tenaga, namun yang 

lebih diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan. Dalam 

transaksi ijarah harus terdapat kepastian akan tenaga yang akan 

diberikan oleh seorang pekerja itu seperti apa, sehingga seorang 

pekerja tidak merasa terbebani akan adanya pekerjaan yang berada 

diluar kemampuannya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

 

 

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 

dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) 
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yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) 

yang dikerjakannya.” (QS Al Baqarah: 286).
56

 

Oleh karena itu, tidak boleh menuntut seorang pekerja untuk 

mengerahkan tenaganya kecuali sesuai dengan kapasitas yang mereka 

punya. Syariat Islam pun juga menganjurkan agar upah yang diterima 

oleh pekerja sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Seorang 

pekerja tidak boleh dirugikan, ditipu, bahkan dieksploitasi tenaganya, 

karena mengingat keadaan sosial tenaga kerja berada pada posisi 

perekonomian yang lemah. Upah harus dibayar sesuai dengan keahlian 

masing-masing pekerja meskipun terjadi penundaan pembayaran. 

Penundaan yang terjadi tidak boleh mengurangi gaji yang telah 

tertunda dan harus sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketika seseorang 

yang mempunyai kewajiban memberikan upah atau seseorang yang 

berhak menerima upah meninggal dunia, maka keadaan tersebut tidak 

membatalkan akad pengupahan. 

3. Gugurnya Upah 

Kematian orang yang mengupah atau yang diupah tidak 

membatalkan akad pengupahan, jika orang yang mengupah meninggal dan 

permintaannya sudah dikerjakan oleh orang yang diupah, maka 

keluarganya wajib memberikan upah kepada buruh tersebut. Akan tetapi 

jika buruh tersebut meninggal sebelum menerima upah, maka ahli 
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warisnya lah yang menerima upah tersebut. Namun bila buruh meninggal 

sebelum menyelesaikan pekerjaannya maka urusan ditangan Tuhan.
57

 

Gugurnya upah yang diakibatkan oleh kerusakan barang penyewaan 

pekerjaan dan jika barang tersebut dibawah kekuasaan buruh, maka 

terdapat dua hal sebagai berikut: 

a. Jika pekerjaan tersebut memiliki hasil yang jelas pada fisik barang, 

misalnya menjahit, mewarnai dan memutihkan kain, maka wajib 

memperoleh upah dengan penyerahan hasil yang diminta, akan tetapi 

jika barangnya rusak ditangan pekerja sebelum adanya penyerahan 

maka upahnya hilang (gugur). 

b. Jika pekerjaan tersebut tidak memiliki hasil yang jelas dalam fisik 

barang, seperti tukang panggul dan pelaut, maka wajib memperoleh 

upah dengan hanya menyelesaikan pekerjaannya, sekalipun belum 

menyerahkan fisik barang kepada pemiliknya.
58

 

 

F. Berakhirnya Akad Upah (Ijarah) 

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir apabila: 

1. Objek hilang atau musnah, misalnya rumah terbakar. 

2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. 

Apabila yang disewakan berupa rumah, maka rumah tersebut 

                                                             
57 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…, hal. 121 
58 http://winonahaniifa.blogspot.ae/2014/10/fikih-muamalah.html diakses pada tanggal 23 
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dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa 

seseorang maka dia berhak menerima upahnya.
59

 

3. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang diantara orang yang 

melakukan akad ijarah, akad tersebut tidak boleh diwariskan. Sedangkan 

menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah 

seorang yang berakad. Karena adanya manfaat, menurut mereka akad 

ijarah boleh diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat 

kedua belah pihak yang berakad. 

4. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti 

rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, 

maka akad ijarah batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad ijarah 

adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, 

misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum 

sumur tersebut selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi 

menurut jumhur ulama uzur yang boleh membatalkan akad ijarah itu 

hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju 

dalam akad itu hilang. Misalnya, kebakaran dan banjir. 

5. Menurut Sayyid Sabiq berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab 

sebagai berikut:
60

 

a. Terjadinya cacat pada benda yang disewakan pada waktu ia berada 

pada tangan penyewa. 
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b. Rusaknya benda yang disewakan, seperti rumah atau kendaraan 

tertentu. 

c. Rusaknya benda yang disewakan atau yang diupahkan, seperti kain 

yang rusak ketika dijahitkan. 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. 

Tujuannya yaitu untuk memastikan ke orisinalitas dari hasil penelitian ini serta 

sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan 

serta kejelasan informasi yang telah di dapat. Adapun hasil-hasil penelitian 

yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu tentang 

sistem pengupahan terhadap buruh tani diantaranya adalah sebagai berikut: 

Aminatun, melakukan penelitian dengan judul “Derep (sistem upah) 

Panen Padi Pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea 

Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam”. Dalam melakukan 

penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan secara langsung 

dan pendekatan kualitatif deskriptif serta didukung daftar pustaka yang ada 

sebagai instrument dalam pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:
61
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1. Pengupahan yang diterapkan terhadap para buruh bukan lah berupa uang, 

namun berbentuk gabah (padi). Upah tersebut ditberikan pada waktu itu 

juga setelah pekerjaan diselesaikan, mulai dari ngerit, ngedos, hingga 

mengemas dan menjumlah semua hasil panen. Bagian upah yang akan 

diberikan oleh pemilik sawah adalah 1:8, artinya setiap 8 karung hasil 

panen maka buruh mendapatkan satu karung gabah (padi) atau sama 

halnya keseluruhan hasil panen dibagi delapan dan satu perdelapannya 

untuk buruh. Namun, bagi buruh yang bekerja ngedos, biasanya mendapat 

upah padi lebih banyak daripada buruh ngerit. Biasanya memang jumlah 

buruh ngedos lebih sedikit dibanding jumlah buruh ngerit, sehingga 

berbeda upahnya. 

2. Praktek derep di Desa Wundumbolo tersebut sebagian belum sesuai 

dengan Hukum Islam karena ada beberapa buruh yang merasa kurang adil 

dengan pembagian upah yang diberikan oleh pemilik sawah. Hal tersebut 

menunjukkan adanya ketidakrelaan buruh dalam melakukan derep. 

Mereka melakukan pekerjaan tersebut semata-mata karena tidak ada 

pekerjaan lain yang dapat menunjang perekonomian mereka. Tetapi di sisi 

lain, dengan adanya derep ini timbullah kesejahteraan perekonomian 

masyarakat yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat Desa 

Wundmbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan serta 

hubungan silaturahim mereka tetap terjaga dengan baik. 
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Persamaan dalam bentuk penelitian ini yaitu mengenai bentuk upah 

yang diberikan kepada para pekerja atau buruh, yaitu bukan berbentuk uang 

melainkan berupa gabah atau padi. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

fokus penelitiannya, jika penelitian terdahulu lebih fokus pada tinjauan hukum 

Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini fokus kepada 

tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem pengupahan buruh tanam padi. 

Ipan Efendi, melakukan penelitian dengan Judul “Tradisi Sistem Upah 

Bawon Buruh Tani Padi Di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa 

Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Dalam penelitian 

yang peneliti menggunakan metode lapangan dan pendekatan kualitatif serta 

didukung daftar pustaka yang ada sebagai instrument dalam pengumpulan 

data. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
62

 

1. Terdapat dua sistem bawon yang diterapkan oleh masyarakat Desa 

Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. 

Pertama adalah sistem harian, yaitu sistem kerjanya seharian yang dimulai 

sekitar pukul 08.00-16.00 WIB dan sistem pembayaran upahnya secara 

langsung setelah pekerjaan selesai dan sesuai dengan kesepakatan pada 

awal akad. Sistem bawon yang kedua adalah sistem borongan, yaitu 

pemilik lahan memberikan pekerjaan kepada buruh tani dengan ketentuan 

mulai dari mengelola sampai memanen padi tersebut dengan upah bagi 
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hasil 3:1, artinya 3 bagian untuk pemilik lahan dan 1 bagian untuk buruh 

tani. 

2. Ekonomi Islam membolehkan sistem pemberian upah bawon karena tidak 

ditemukan kaedah-kaedah pemberian upah tersebut yang bertentangan 

dengan sistem ekonomi Islam pada petani padi.   

 

Persamaan dalam bentuk penelitian ini terletak pada bentuk upah yang 

diberikan pemilik sawah kepada para buruh, yaitu bukan berupa uang 

melainkan berbentuk gabah atau padi. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

sistem pembagian upahya. Sistem pemberian upah bawon pada penelitian 

terdahulu hanya diterapkan pada buruh yang bekerja saat panen padi saja, 

sementara pada penelitian yang dilakukan peneliti saat ini pemberian upah 

bawon adalah kepada buruh tanam padi yang pemberiannya setelah panen 

tiba. 

Dwi Wahyuni, dengan Judul Penelitian “Analisis Sistem Pengupahan 

Bawon Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar 

Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”. Adapun dalam melakukan 

penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dengan 

pendekatan statistik deskriptif eksploratif. Hasil yang diperoleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:
63
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1. Buruh tani mendapatkan upah berupa gabah sebesar 20% dari total hasil 

panen dan akan didapatkan ketika selesai memanen hasil tanamnya nanti, 

sedangkan 80% menjadi bagian dari pemilik lahan. 

2. Pada penelitian ini yang disebut buruh tidak hanya melakukan pekerjaan 

tanam maupun panen saja, namun bisa dibilang pemilik sawah hanya 

menyediakan lahan pertanian, sementara dari proses awal hingga 

pemanenan dikerjakan oleh buruh. Pada saat pembenihan pun buruh juga 

sebagai penyedia benih, dalam artian buruh juga mengeluarkan biaya 

untuk pekerjaan tersebut. 

 

Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini 

terletak pada bentuk upah yang diberikan oleh pemilik sawah kepada para 

pekerja atau buruh, yaitu bukan berupa uang melainkan berbentuk gabah atau 

padi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus 

penelitian. Dalam penelitian terdahulu peneliti memfokuskan penelitian 

terhadap kelebihan maupu kekurangan sistem upah bawon dan penyebab 

masih diterapkannya sistem upah bawon, sedangkan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti saat ini fokus terhadap tinjauan fiqh muamalah 

mengenai penerapan sistem upah bawon yang diberikan kepada buruh tanam 

padi. 

Rigo Yahya Pambudhi, melakukan penelitian dengan judul penelitian 

“Praktek Upah Sistem Bawon Di Desa Menang Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Islam”. Peneliti menggunakan 
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metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif serta didukung daftar 

pustaka yang ada sebagai instrument dalam pengumpulan data. Adapun hasil 

yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut:
64

 

1. Sistem pemberian upah bawon dari pemilik sawah kepada buruh tani yang 

dilakukan di Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 

dilakukan menggunakan akad secara lisan. Upah bawon akan dibayarkan 

setelah proses pemanenan padi selesai. Para buruh tani menerima upah 

bawon berupa padi dari sebagian hasil panen dengan pembagian 

sepertujuh dari semua hasil panen. 

2. Dalam pelaksanaan praktek upah sistem bawon yang dilakukan 

masyarakat Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam 

pandangan hukum Islam diperbolehkan karena pemilik sawah dengan 

buruh tani tidak terpaksa dalam melakukan transaksi tersebut dan 

termasuk dalam garar ringan urf tujjar (tradisi pebisnis) sehingga pelaku 

akad tidak merasa dirugikan dengan garar tersebut. Akad tersebut juga 

dapat dikategorikan dalam qirun musammah (upah yang telah disebutkan). 

 

Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini 

terletak pada bentuk upahnya, yaitu bukan berupa uang melainkan berbentu 

gabah atau padi. Perbedaanya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
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saat ini terletak pada bentuk kesepakatan antara pemilik sawah dengan buruh 

di awal akad. Pada penelitian terdahulu terdapat kejelasan jumlah upah yang 

akan diperoleh buruh, sedangkan pada penelitian saat ini diawal akad tidak 

ditentukan besarnya upah yang akan diterima. 

Aziz Muslim, melakukan penelitian dengan judul penelitian “Tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Buruh Tani Di Desa Ciakar 

Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran”. Peneliki dalam melakukan 

penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan 

kualitatif serta didukung daftar pustaka yang ada sebagai instrument dalam 

pengumpulan data. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:
65

 

1. Pengupahan buruh tani di Desa Ciakar dilaksanakan dengan adanya 

perintah atau permintaan dari pemilik sawah atau pengelola kepada buruh 

tani. Pembayaran upahnya tidak diberikan langsung setelah buruh tani 

selesai bekerja melainkan ditangguhkan hingga waktu panen selesai 

dengan bergantung pada hasil padi dengan prosentase upah 10:2 kulak dan 

100:5 kg yang masih berupa bawon. 

2. Manfaat bagi pemilik sawah adalah mereka meraa terbantu dalam proses 

panennya serta mengurangi pengangguran yang ada di desa tersebut dan 

buruh tani mendapatkan beras tanpa harus memiliki sawah. Madharatnya 

lebih besar dirasakan para buruh tani terutama dalam segi pembagian 

upahnya. 
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3. Relevansinya disini termasuk ke dalam akad yang fasid dan tidak 

diperbolehkan dalam Islam karena ada salah satu syarat dari rukun ijarah 

yang tidakterpenuhi, yaitu pada ujrah (upah) karena mengandung unsur 

gharar dan adanya ketidakadilan dalam pembagian upahnya, selain itu 

aspek madharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh tani daripada 

kemaslahatannya. 

 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti saat ini terletak pada sistem pembagian upah yang diserahkan setelah 

musim panen tiba dengan bentuk bukan berupa uang melainkan berupa 

barang, yaitu gabah atau padi. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti saat ini terletak pada fokus penelitiannya. 

Penelitian terdahulu fokus kepada manfaat dan madharat dari adanya sistem 

bawon, sementara penelitian saat ini fokus kepada tinjauan hukumnya yang 

didasarkan pada fiqh muamalah. 

 

 

 

 

 

 

 




